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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian pada Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta 

dapat disimpulkan bahwa, implementasi prinsip kehati – hatian sebuah bank 

dalam pemberian kredit pada nasabah ialah selalu berpedoman pada 

ketentuan yang telah ditetapkan yakni 5C + 1P dan verifikasi oleh pihak 

bank demi menjalankan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit pada 

nasabah.  

Selain itu pihak bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta dalam 

menanggulangi risiko perbankan khususnya, berkaitan dengan prinsip kehati 

– hatian sebuah bank yakni dengan cara penyelamatan dan Penundaan 

pembayaran kredit.  Penyelamatan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk 

menyelamatkan nasabah kreditur dalam menjalankan usahanya agar tidak 

mengalami kerugian yang terus – menerus agar dapat melaksanakan 

kewajibannya. Penundaan pembayaran bertujuan agar pihak Nasabah 

Kreditur fokus pada pengembangan usahanya agar dapat menjalankan 

usahanya dengan baik. Pihak Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta juga 

berusaha untuk berhati – hati agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya 

akan menimbulkan dampak sistemik bagi perkembangan suatu Negara. 
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B. Saran 

Pihak Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta dalam menjalankan 

Operasionalnya berpegang teguh pada prinsip kehati – hatian, yang 

berkaitan dengan unsur utama yaitu 5C + 1P dan Verifikasi oleh pihak bank. 

Karena Bank merupakan lembaga Kepercayaan dari masyarakat. Karena 

dengan kepercayaan dari masyarakat Bank dapat beroperasi secara aktif 

untuk itu pihak Bank harus menjaga kepercayaan itu dengan cara berhati – 

hati dalam pengelolaan Institusionalnya dan Operasionalnya. 
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